
PEMEANGUIAN PLTGU OLEF PLN
BERDASARtr(AN KEPPR.ES NO: 15 TAfiUN lttl

JoLo lvootllo.troto

K;bijakan pembangunan bi:dahg .nergi listrth dlnolsidlua untuk tervttJudnya
pentngtatan kesejahteraan dan kemakm,.raa rakyt l;:Pefrgutungan krisis anargi
don listrik dilokukan dengan nembangun penbanghit |istrib*nagotas fun uq.
.Kewenangan pengadoan energi bldang Itstrik oleh negara didelegastkan bpofu
Perutahaan llmum Liitrit Negeta sebogai Badan Usaho Milih Negara. Oleh
karena itl Keputusan Prcsiden No. I6 Tahun I99l dimchsud*sn unruk mengqtur
tenrang syarol dan lcla cqra dalam proses Panovoron pembangunan PLTGU,
p e n ga mb i I d n kepulug an I e rha4qlr.pc n aw ara n I e 4 ona I I I a ke b ij a kan nya,

teldehulurn
Pimbangunan r .,,.,....i.Nasional kehidupan yang sojaj.sr dan sederajat

merupak4n rangkoian - ugrya dengrn bangsa lain iang telah maju.
pCmbangunor, yang bertesinamburpn
yang mcliputi,. seluruh kehidupn
masyarskat, bangsa dan negara untuk
melatsanakan tugas rrcwqiudkan
tujuan nasionsl sebagainana yang
diamanotkcn. dalam Pcmbukaan UUD
1945 yaitu mclindungi segenap bangsr
den selurirb tumpah darah Indonesia,
mcmrjUkan kescjahtcrran umum,
mctrcerdsskan kehidupan bangsa dan
scluruh tumpah darah Indoncsia, serta
ikut mclaksanakm kctcrtiban dunia
yrng bcralasarkan kcnerdckaan,
pcrdrmeian abadi, dan kcadilan sosial-
Sedangtan pelaksanaan pembangunan.
nisioaal dilaksanakan sccdra
bcrencana,'menyclurull terpadu,
tcrarab, bertohap dan bclanjua. untuk
mcmacu peninglatan kcmtmpuan
nasional dalam rangka mewujudkan

fuLtttttn PLIGV oteh PLN
Bctlattrhos Icppra No.16 T.ht, 1991

pcmbangunan di bidang cncrgi
utamanya terhadrp tcnaga listrik dalm , ,
pembangunan lima tahun ke enam
mcnyEtsksn :

"Pembangunan dan pengcmbangan
t9trsgr listrik tcrus ditiogkltrddrp.
rangla mepdorong tcgbtan ekotomi
dan,ncningkatkan kcscjahteraan
masyarakat, baik di daerah
perkotaan maupun di daerah
pedesaan. Pembangunaa sarana. da.n
presrrena teJrrga listrik dil*ranakan
olch pemcrintah, swasta dan
kopcrasi. Pelgclolaan kctcngga
listrikan harus dilaksanaksq sccara
efisicn - ' sarta dEirt mcnjamin
tcirpdianya tbnaga listrft dslam
jumlah yang cukup dan ' merata,
andal dan bcrmutu, serta dengon

Untuk kebijaksanaan

t*a N." S.rlao \.i.'174
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tingkat harga yang wajar yang
menjain kelangsungan usaha

..Penxediaan dan penyaluran tenaga
listrik. Dalam menetapkan rencana
umum ketenagalistrikan nasional
perlu diupayakan pdmanfaatan
secara optimal segenap potensial
sumber daya energi". (GBI{N,
1993:3 I  )

Untuk pembangunan keteganalistrikan,
telah'mendapatkan pengaturannya
dalam bentuk Undang-Undang yakni
UU No.'  l5 Tahun 198J tentang
Ketenagalistrikan yang dalam
konsiderannya menyebutkan bahwa :

"Teraga listrik sangat penting
artinya bagi peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat pada umumnya serta untuk
mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi pada khususnya, dan oleh
karenanya usaha penyediaan tenaga
listrik, pemarnfaatan dan pengolahan
perlu ditingkatkan agar tersedia
tenaga l istr ik dalam jumlah yang
cukup dan meratd dengan mutu
pelayanan yang baik". Dalam rangka
peningkatan pembangunan yang
berkeseinambungan di bidang
ketenagalistrikan, diperlukan upaya
untuk secara optimal memanfaatkan
sumber-sumber energi untuk
membangkitkan tenaga listrik
sehingga menjamin tersedianya
tenaga listrik.

Sementara dari itu, kuasa usaha
ketenagalistrikan dimana kewenangan
yang diberikarro{eh pemaintah.kepada
Badan Usaha Milik Negara yang
diserahi . tugas semata-mata untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum dan
diberi tugas untuk melakukan
pekerjaan usaha penunjang tenaga
listrik. Badan Usaha Milik Pemerintah
sebagaimana dimaksud adalam PLN
(Perusahaan Umum Listrik Negara)
yang telah mendapatkan pengaturannya
dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 1990
tentang Perusahaan Umum (Perum)
Listrik negara.

Untuk mengurangi krisis
pengadaan energi dan tenaga listrik,
maka PLN selaku pemegang kuasa.
usaga ketenagalistrikan dalam
pemenuhan kebutuhan mendesak akan
energi listrik untuk. wilayah Jawa dan
Bali. Melaksanakan pembangunan
pembangkit listrik dengan tenaga gas
dan uap (PLTGU).

PLN yang merupakan
perusahaan umum milik negara yang
dalam pengoperasi annya, terhadap
pembangunan PLTGU yang
direncanakan tentu mendasarkan pada
ketentuan-ketentuan dalam peraturan
pemerintah maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Satu diantaranya Peraturan Perundang-
undangan adalah Keputusan Presiden
No. 16 Tahun 1994 (pengganti Keppres

Pcla*sqnoan PLTGU olch PLN
Bcrdosqt*an Xeppres No.16 Tqhrt 1994
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No. l8 Tshun 1972 yang kcmudiaa
dirubah dengan PP No. 54 Tahun.I9BI,-
kcmudian mendapttlan PecgUrrran

, yafig boru PP No. .17 Tahun 1990;
Unt\rlc: laplng.n usaha dari PLN

mendapatkan pengaturan delam paral 6
dari'PP No. 17 Tahur 1990 Yang
menyebutkan

(1) Dcngan mengindahkdn Printip-
prinsi gkonomi drn tcrJaninnYa

. keselamatan kckrYaen,r ncgStrt,
perusahaln mcoyeli!ilggrakan
penyediaan tenaga listrft Yrng

t€rscbut
Itan saya sccara yuridi:
tc,thadap pcByarafah ttau tate cara

yeng dibcikan oleh pcmerintah tepoda
Brdan Usaha Milik Ncgara Ymg

meliputi kegiatan
pembenghitan; Eansrnisi dan
distribusi sampai dengan 'titik

pcrusahaan dapat dibcri tugas
. pckorjarn usaha Pcnunjang

da'llg.**gos,e; penawamti terhldrp pemakaian.
pcmtinluirair pftU tcrsebut dan (2) Dalam penyelcnggaraan aset
pcngambilan keputusan tcrhadap sebagaimana yang dinaksud
beniuk penawarin tcrhadrp dalam ayat (l) 'pcrusahran

pcmbangunan PLTCU olcft PLN. melakukrn pcf€ncrtrr!! " i'dan
. i., pcmbrngunan seradb, dtrt''fl

?cri..qrtrtrl drn Trtr Crrr drtrn , - ..s^ner,4ni .ii 'pcnycdiaen tcnaga listtik-. dlE '
prair' Penlwenn' ' terbrdtp .PgFlagrbrngm": penycdiaan
Pcnhrgrnea PLTGU olch PLN rcnaga listrik.

Karcna usrh*'*ctmrrptistrikro r (3) Dengm pcrsetuju$ Mcntori,

discrshi tugas 'semrt&mato ustuk penyediaan tenrga listrik: -
mclaksanakan usaha penyediaa! tenaga Kemridian dalm ' paral 7

ligtrik uotuk lropcntingan umun drtr mccycbutku 'bthwa dalam
dibgri tugas untuk mclokukan mcleksanakan : usaha-usaha
pctcrjaan usaha penunjang tcnegt scbagaimana dimaksud dalam posel 6
isitrii. Badan Usaha Milik Negan ayrt (1), stss pcrs6tujuan Mcrtcri'
tcrscbut adalah' PLN (Petusrhaaa perudahaan dapat bekerjasama'&Eian
Urnim .Listri Negara), .brdat. usaha badan usaha lain.
milik pemerintah ydrg tlidirikan PP

Pchlr.rdl'r PL|GU olcL PLN
Betletar*ta Kcpprct No.l6 T:htt 1991
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Atas ketentuan tersebut di atas,
maka PLN 'selaku kuasa usaha
melakukan usafia berupa pembangunan
Pembangkit Listrik Tenala Gas dan
Uap (PLTGU) dalam pcrqenuhan
kebutuhan . akan tenaga listrik untuk
wilayah Bali "dan Jawa, sedangkan

diajukan pada masa talun buku yang
bersangkutan maka anggarin investasi
diajarkan bersamaan dengan anggaran
tahunan atau perubahan anggaran
perusahaan yang pbngerjaannya
dilakukan sesuai dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
Sedangkan di dalam pasal 20 rqengenai
p€ngaturan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan diSebutkan
bahwa :

dengan l(ekuatan 835 rirega watt.
, Sehinggakalau ketiganyase-lpsai

dibanguii ' idan,,, , l rqibpeiasi :  miia
In{gnesia memiliki tambahan tenaga
lir tr i  k.

a. Dana intcrn perusihlan,, .
b- Pcttysrtaan ;- . negara , melalui

ang;gsr.arr pcndapatan dan rbelanj a
ne gara.r-.  ,  ,  , , .

c. . Plirjinnan . dari delam. dan/atau
luar negeri.

. d, Sumber-sumber lainnya yang

rencana atas
PLTGU oleh PLN
murni pinjaman luar

eksploitasi kepada rr,{e nteri
. untuk mBrn'lier.oleh

pcngcsahannya bcrdasarkan
t'bid ta;an berpamf oleh Menteri
din Menteri Kcuangan.

(2) g.€cuali ,apabila Menteri secara
,.tertulis mengemukakan
. keberatan atau mpnolak kegiatan

. yang dimuat. dalam renc&ra
kerja dan .nggaran perusahaan
sebelum menginjak tahun bukh
baru, maka anggaran t€rsebut
berlaku sepenuhnya.

(3) Rencana kerja dan/atau
anggaran tambahan atau
perubahan anggaran yang tertera
di dalam tahun buku yang
b€rcangkutan harus diajukan
terlebih dahulu kepada Mcnteri,
menurut cara dan waktu yang

sah.
Dalam

pcmbangunan
tersebut adalah
ncgeri.

Kemudian dalam pasal 2
menyebutkan : "Anggaran investasi
diaj u(ari dalam anggarrh .pcrusahaan,
sedangkan bila kaini anggaran investasi

.*(l L Selambat-lambarnya 3 (tiga)
'bttm,sebe l.4m tahun buku mulai
b.erlaku, Oi-rettsi'*nensirimkan

,{gicina 'kerja dan fiEAmt
' 

Pbi0iahaain yang '' \ lmeliputi
anggeran investasi dan;anggaran

Pcl.itarot, PLTGU olch PLN
Betdasarhan Ncppres No.16 Tohur 1994

177 .lolo Ntr Serioto
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Volunc YI l{o-3 Tdtm mI Fllsi

usqhr., pembangunar PLTCU
mernpuflyli desar yuridis ystg kuat
drn &pat dibcnarkan pula,'PLN di
dalrm: rsefiauy* melskutan kerjasama
dergrn kotrtraktor asiag., Untuk
pcngsturan scbagaimana syarat.maupun
tata cara dalam proses p€nawarrn
tcrhadap penbangunrn PLTGU olch
PLN, dapat '*ita tenuksn dalam
pctrglturan bcrupa Kcpprcs. No. 16
Tahun l99.tl (Penggsnti Kelrpres No. 20
Tahul 1994 tcntang 'Pelaksanaan
Anggaran Pendapatai dim Belanja
Ncgara).

dcngan
pcngumuma!.. secrrr luas

, melalui media masst;_ mcdia
cctal dan pogan pcliumuman
resmt.

, ,b. Pclclangan torbatrs . adalah
. pelclangen untuk , pckcrjoan

tertentu yang diikuti olch
sckurang:kuradgnya lima
rckanan yang tcrcantun dded
Daftat Rclanan. Tarlcloksi
(DRT) ytng dipilih antara
rokanm ying', ! _tc'rpilih dalam
Daftar Rckanan Maq$u (DRM)

' ' sesu?i rdbngaa bidrrgl,uglha atau
nrang lingtgpnya stau
kurtifikasi kemtnpusnnya,
dengan pengumuman. sccera
luas, rnclalui media' massa,

, dcdia cetak dan pspon
pclgumuman rasmi untuk
pcncrangrn umum, schingga
nasyarakat luas dunia usaha

; .. dapat mengctahuinYa.
' c. Pcmilital langrung ,, adalrh

pelatra.naen pcngadaan

Pchlt.rt r PLTGU olel PLN
Bulatrhen fcntrct No.I6 T.Lar 1991
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' oleh Perusahaan Dderah Air
Minum (PDAM), pembangunan
rumah dinas oleh perumnas,
Pencetalon oleh ' perum
Percetakan Negara, penelitian dan
Pemrosesan data oleh Universitas
Negeri atau Lembaga Ilmieh
Pemerintah_

c. Untuk pekerjaan lanjutan dari
bangunan yang telah 

-ada 
harga

' standar dengan mcn$gunakin
satuan harga menurut harga yang
berlaku pada tahun anggaran
bersangkutan dan yang secara

. teknis merupakan satu kcsotuan
tonstruksi yang tidak dapat

- dipecah-pecah dari pekcrjian
terdahulu sttu dan yang 

'lain

bcrdasarkan pendapat unsur
teknis secara tertulis.

,d. Uhtuk pekerjaan lanjutan dari
,pekgrjaan yang ridak ada barga
standarnya, tetapi sehubungan
qgtrgan homogendtisnya pqrJu
dijaga folfarrftas
pelaksanaannya, sesuii" dengan
pendapat instansi yang kompeten
secara tertul i s.

e. Pekerjaan tambahan yang tidak
dapat dielakkan dalam rangka
penyelesaiiri pengadian
barang/jasa semula yang tidak
lebih dari sepuluh persen dari
harga yang tercantum datdm surat
pedanjian/ kontrak. .

f. Apabila sifat kebutuhinnya hanya
dapat dipenuhi oleh rekanan

t€rtentu yang mcnjual barang_
barang yang bersangkutan
(barang-barang spcsifik) atau
yang dapat melaksanakan
pekerjaan spesifik. penadagaan
barang spesifik harus memenuhi
syarat sebagoi berikut:
I ) Rekanan yang bersangkutan

harus merupakan pabrik atau
&gen yang harus dibuktikan
dbngan perjanjian keagenan
dengan pabrikan yaag
bersangkutan, izin dari
Departemen Perdagangan serta
ters€dianya daftar hirrga./daftar
produk barang dan
jasa/spcsifikasi produk dan
jasa beserta udit harga
penawaran , Qtrice
q uo t.i at i orr.' c a I a I o g/ p r oform a
invdice') dari pabrikah ying
bersangkutan.

2 ) Depiartemen/lembaga/BUMN/B
UMD/Pemerintah Daerah yang

, bersangkutan Larus membuat
analisis dan spesifikasi tcknis
lengkap yahg mcrupakan
dukungan terhadap alasan
mengepa diperlukan barang
spesifik yang bersatrgkutan.
Spesifikasi r€knis yani dibuat
tidak boleh mengarah kepada
suatu merek/jenis barang

.. te4qqtu dengan miksud
langsung menunjuk kepada
rckanan tertentu.

Pclaltanaan PLTGLT oleh pLN
Bctdatttlea fcpprct No.I6 T.har 199/
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3) Dalam hal rekanan Yeng
djtunjuk merupakan agen
tunggal dari pabrikan diluar
negeri, pembukaan L/C dari
departemenl'
I emba galBUMN/BUMD/Pemer

' intah Daerah Yang
bersangkutan harus dilakukan
langiung kepada pabrikan luar
negeri.

g. Apabila setelah diadakan satu ksli
pclelangan ulang masih
mengalami kegagalan.

h. Pelelsanaan pekerjaan yang
meirde.Bak untuk menghindarkan
kerugian n€gara yang lebih bcsar.

3. Pejabat yang bcrwenang mengombil
keputusan penawaran barang/jasa

. dengan cara penunjukkan langsung
adalah sebagai bcrikut :
a. S4p.pai dengan Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta . . ruPiah)
sebe€aimana dinakpud dalam
pasal 2l ayat (7) huruf c

' bcrdasarkan pen€tapan kcPala
kantor/satuan kerja./PemimPin
proyek/pemimpin bagian ProYek.

b. Di atas dengan RP. 50.000.000,-
(lima pqluh juta rsPiah) samPai
dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) dilakukan
berdasarkFn penetapan Direktur
J€nderal' atau pcjabat Yang
setingkat.

c. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar

rupiah) dilakukan berdtsarkan
pGn€taPan Ment€ri/Kctua
Lembaga bersangkutan.

d. Di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima
miliar r-upiah) dilakukan
berdasarkan
Menteri/Ketua

p€nstapsn
Lembaga

bersangkutan setelah memp€roleh
pelsetujuan dari Mcnteri
Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangon dan Pcngawas
Pcmbangunan.

e. Dilingkungan Badan Usaha Milik
Negara dan Milik Daerah,
pcngambilan kcputusan mcngcnai
pcnetapan pemilihan langsung
ditentukan sebagai berikut :
1) Pimpinan, Badan Usaha Milik

Ncgara dan Milik Daerah
berwenang mcngambil
kcputusan mengenai PCDctaPan
pemilihan langsung untuk

.. p€ngadsan yeng bernilai
,sampai dengan RP.
5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah).

2) Untut penetapan Persctujuan
pemilihan langsung Pcngadaan
yang bernilai di stos RP.
5-000.000.000,- (lima miliar
rupiah) Badan Usrhe Milik
Ne gara dan Milik Dacrah
mcngajukan pcrmohonan dan
perselujuan langsung kePada
Mcnteri Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangao, dan
Penglwasan Fembangunan,

P.t lr,c,rl,t. PLTGU olch PLN rt2 Jo*o Nur Safiono

Bcnlnit*an Xcppres No.l6 tth.r 1991
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baik dananya bersumber dari
anggaran perusahaan maupun
yang bersumber sebagian aiau
seluruhnya dari DIP at&u

. dokumen ysng disambkan,
kecuali pengadaan borang dan
Jasa yang sifatnya
operasional/eksploitasi.

3) Direksi Badan Usaha Mitit
Ncgara/Milik Daerah
mengambil langsung tcrsebut

' ' setelah 'mcndapat pcr!rctujuan
dari Mcnteri Koordinetor
Bidang Ekonomi, Kcuangrn
dan Pen gawasan Kcuangan.

Pengembilen Kcprt[ran terhtdrp
Bentuk Pentwrrln PelbrnglnrE
PLTGU

PLN, perusahaan Milik Ncgara
yang nembidaigi pcnycdiaan akan
energi lirtri 'tepada mesyarakat umum
dengon demikian PLN melakukan
pu b lffig'vfifrP'Furymlt ilr! keputusan
olch PLN- dengan scndirinya
merupaken kebijaksanaan negara
jarena PLN terhadap lain kusa usaba
ne gara dalam bidang kctenagalistrikan.

Sehingga dapat dibenarkaa,
pendapat prrg ahli . yeng
mengindentikkan kebijaksanaan ncgara
dengan tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh pemcrintah. Para ahli
beranggapan bahwa semua tindakon
yaag dilakqkan oleh pemerintah pada
dasarnya dapat dsigbu! sebagai
kebijaksanaan.4egara\i..,-. .. .,,

Thomas R. Dye misalnya
merumuskan kebijaksanaan ncgara
sebagai *semua pilihan, satu" atru
tin&kan yang dilakukan ol€h
pcmerintah. "

Cara pandang Thomas R. Dye,
Kcbijaksanaan negara itu menyangkut
pilihan-pilihan apapun yang dilatukan
olch pcncrintah, baik unhrk meldkukan
sc8uatu ateupun untuk tidak bcrbuat
"Paliey is what a government to do or
not to do" .

Pendapat scrupa disamiraitan
olch Edward dan Sharklansky; ia
nengatakan bahwa kebijaksanaan
ocgara adalah *Apa yang dikatatan
dar apa yang dilakukan oleh
pemerintah atau apa yang t€lah
dilakulannya ...... ia adalah tujuan-
tujuan atau sasaran dari program-
progrem pclaksanaan niat &n
pcraturon-pcrNturan." (Solichin Abdul
Wahab, 1990:31)

'-"--'"' Kemudian dalam -ptoses
pcngainbilan kcputusdh cp8 yatg
dilekutan olch PLN terhadap
pcmbrngunan Proyck PLTGU cukup
sulit dan panjang karooa dinona
pcdoman formal (norma hukun) yeng
meDgs.tuf beaturan dcngan asarasas
umum ysng hidup dalam masyantrt.
Ycheztel Dror menjelastan bahwa
proses pembuatan kcbijatsanaan
negara itu adalah, 'Suatu proscg yrng
sbngat ko4pleks dan dinamis yang
terdiri dari berbagai udsur yang satu
same lain kontribusi berbeda-be&

Pds*strc,en PLTCU oleh PLN
' "

l&t to*o Nf,r $,/ttoro
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.  , " ,  " . . ; - . "

terhadap perbuatan kcbijaksanaan
ntgrra m€rnusatkan p€doman-pcdoman
dmum unJirk melakukrn tindsksn yrtrg
diarahkah pada masa depan, .tcnrtars
bagi lembaga-lembaga pcmcrintah.
Pedoman-pedomatr, umum .lcrsebut

" scbara formal . dimaksudlan r untuk
mcncapai apa yrng .tcrmalitub &lrn
istitah kepcnringa,n umum dclgen can
sebaik mungkin." (Sglichin Abdul
Waheb, 1990:34)

Anrlin Kcbijpknnrtr
Ana-liqp kebijekssas6:' yang

dilatuken pomeriptah/PLN-dl dalom
pcla&sanaan pembrng'qin PLTGU,

I . Psdr 'mularrya pGnbaagtlrd
PLTGU yeng..dilakukan PLN dcngan
penrmjukkan langs"ng, binyft
mcndapatkan tngarntn dan tantingan

Trbcl Hr3e Porarurl Tcrrlhlr yl3 Dbctrrjui pcrcrllt
drn Pcnrnrrn Pcrtrlr ddrn tlrnlg yenj ditotek pcncrhtrh

tclalui proses panjdng dan komplek di
drltm pcnanganannye baik kcndrla
6lnik t;tbrupun notr tctnik, ekhirnya
pcucrintah melalui Menka EKKU dan
Wd:bang tctap melakukan. penewdrn
dcngan henunjukkan longsung atau
'repeat order" terhtdap Lontraktor
asing dalam pclaksanaan pcnbangunan
PLTGU olch PLN.
. '. r:. . Kcputusan pclatrannn proyek
ilu'dilrkukan untuk nengurangi krisis
pcagsd.|n encrgi dan tcaaga listrik
tcrutsm. brgi industri pada fclita VI,
bcrikut &ta rckanan dan harga yong
dito*trkan.

Kccaman juga dilontartan dari
kllangan DPR sebagai wakil rakyat
untuk^ mcnulda atas pcmbangunon
PLTGIJ, menghindari tendai stru
pcnrtrst&n umum sehingga sesuai
dcnian daya beli rnasyarakat derlsn
asrEnsi kalau biaye pembatgunrn din
operasional tinggi nantinya
konsumctr/masyalalo! ..-akaa.-, .dikcuai
pajaklretribii3i yang tinggi pula. Reatsi
juga datang dari pemerintah yaitu

dikarcnalan :
- Proscs penawaran' dcngan

p€nunjukan lrngrung
- Rckanan dengan:kontrektor asing

Flrrgt pcnawaran yang rehtif
tinggi di atrs standlr, lf.fSe' intcrnasional. . -.--

Muere Tasrr (ADB/Mrrubcni)
Tembat Lorok ( Sunitono/GE)

7?t,t (9r2rr)
372,0 (473,7'

Pd.tt rtt PLTGA okh PLN
Bcrlttarian Xepprct No.16 f.h.r I9t1
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Menko EKKU dan Wasbaag,
karena harga yang ditawarksn glch
rekanan kontraktor asing terlalu tinggi
di atas biaya pembangunan sejenis
pada negara teta.ngga Thailand dan
Malaysia-

Semula p€merintah
merencanakan melakukan tender seoara
terbuka dcngan melibatkan sejumlah
perusahaan swasta nasional sebagai
cacal partrer,. .t€t&pi pada
perkembangan selanjutnya mcngingat
kebutuhan. listrik kian . mendesak
pcmerintah memutuskan untuk
menunjuk secara langsung. Tindak
lanjut dari pemerintah di bulan Mei
1994 medib€iiKrt Tim Pembendung
ying terdiri &tas unsur :. BppT-
Bapel'as," Deptiitemen pcrtambangan
dan Enirgi dan PLN, untuk mclakukan
striiii banding ke Tbailand dan
Malaysia,  : . : . . :

Hasil studi banding,.-yang
dilakukan dikerahui bahwa tidsk
mudah melakukan pcrbandingttr hargq
karene odanya pcrbodaen baik tpknik
maupun non teknik, seperti kondisi
tanah, lokasi air bendrngan, prosedur
demikian pemerinlrh',..masihr melihat
adanya peluang uitit ' mengadakan
negoisasi lebih lanjut sehingga. keluar
angka' terakhir g 1,676 miliar
s€bag'aimana dalam tabel di atas. (Jawa
Pos, h. l ,  Sabtu,23 Jul i  1994)

Penawaran yang terkahir
,,tccbut..di-.etas."sebelupnya sudah 4
kali penawaran yang dilakukan, yatni

pcrawaran pertrma tanggal l5 Febf;iri
1994, yzng kedua tanggal 26 Februari
1994, yang ketiga.tanggal 26 April
1994, ini pun masih dirasa harganya
tinggi dan ditolak olch pcmerintah.
Barulah penawaGan yang kecmpat
tanggal 22 Juli 1994 pemerintah
melalui Menko EKKO dan Wasbeng
disctujui dengan nilai kcseluruhan
proyek pembangun4n $ 1,676 rniliar.
Dengan demikian Demerintah telah
monqembil keoutusan .. untuk
melalrsanakan oembansunan provek
PLTGU oleh kontraktor asine dalam
pelaksanaan I,embansunan ters€but
demi,efisien waktu dan kebutuhan akan
cncrqi tenaqa lisrik yant mcndcsat.

. .-Keblipksenaan pcmerintah
dalam .bentuk persetujuan atas
pqpbangun4n PLTGU oleh Menko
EKKO dan Wasbang metrdrpEtkan
legitimasi hukum, yang dituengkan
dalam Keppres No. 16'Tahun 1994
yakni Besal '21, yang, dalarri "pasal
terscbut dimungkinkan BLJMN/PLN di
dahm melrku*gn ' '; uslhlnya
pembangunan proycli pLTGU, untuk
melaksanakan penunj ukken/pcnaivaran
langsung selain dilaksanakan f,engaa
p€nawann umum dan pcnawaran
t€rbatas. Juga di syaratkan lcepada
Direkei Badan Usaha Mitik Negara
(PLN) di dalam mengambil keputrisan-
keput+san mengenai pgncrapan
pemilihan atau penunjukksn langsirag
ter3cbut setelah mendapat pcrsctujuan
dari lyl€tite.rf Koordinator . Bideeg

Pd.tttnsar PLTGA olch PLN
Bardator*t, fcppres No.l6 Talan 1991
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Ekonomi,'Keugngan dan Pengawagaft
Pembatgunan,, .

Anatiia terhadap'kebijnksenean
pemerintah dalam bsntul persetujuan
atas p€mbangunon 'PLTGIJ. oleh .F-LN
dengan proses pena${aran laagstmg'
Analisa ,dengan . modeldodel
kebijaksanaan yang dirnaksudkan untuk
mcnjelaskan, meramalkan, mcncoba
&o menguji,hipotesis. Sebage.iqena
ilisampakan oleh Thotios R.'Dic,
membsginya G. Model kcbij aksanaan
yeitu modcl kelentbagaan; model
kelompolc, model elite; model rasional,
model inkremcriEl dan model sistcm.

Untuli kebij aksanaan tcrsoblt di
atas mcnurut pcnuLis ad&lth
kebijaksanaan dcngan modcl
kelembegaan, yang dimaksudkan
dcngan .model kclembagaan, Pida
dasarnya Bemsndang kebijaksrnaal
ncgerr sebagai kegiatan-kcgiotan.yang
dilakukan oleh Lembaga Pemerintah,
ksgistrt-kogiatan Pada unumtrYa
berpusat,pada lcnbageJombaga
pcrnorintah tertentu misalnya,
depertemcn-departem€n.
Kcbij aksanaan ncgsra henurut mod€l
ini ditetapkan, disihkan, dilaksanakan
dan dipaksakan pemberlakuannya oleh
lcrnbagaJembaga pemeridtah dengcn
keta lain rrenurul model ini terdrpat
hubungan yang erat atrtlra
kebij aksanaan negara dbngart lcmbiga-
lcmbaga pemefintlh.

Robert R. Dye jugc mengatakan
bahwa suatu kebijaksanaan tidak akan

mcnjadi kebijaksanaan negara kaleu ia
tidrk ditcrirns, didokumeatasikan dtn
dipaLsekaii " ',pemberlakuan oleh
lombaga-lclnbaga pcmerintah.

Kcbijbksanaan sebagai
keputusan pemerintah, persctujuaq
yang di$ampaikan oleh Menkeu EKKU
drn Whsbing' tidak lain sdalah
keputusan pcmerintah. Kepulusan yang
nuifcul ddri: : "saat-saat pcmilihan
altcrnatif-' adperti yang terjadi pada
PLN delam ''Pcmbangunan PLTGU
antara p€nunjukan langsung atlu
dcirgan tender"s€cara umum (terbula),
scringkali para pengambil kcputusan
tergoda dengan kcputusan-kcputqsan
yang pcnuh kenelut itu. Dalan kondisi
yang dcmikian pemerintah stau psra
p€megang pengambilan kePutusan
haruslah memPerhatikaa/
mcmpcrhitungkan pcrnbuatan
kebijaksanaan dari sudut pandang yang
lcbih tuaj"dalam artian menoari pola-
pola contoh membangun diantala
keputusan-kopututan tcricbut dan
momperhitungken rcntang wsktu yrng
lcbih panjang, biasanya melampui salt-
saat setelah pemilihan alternatif
dilakukan dan mempertanyekan
bagaimana implementasikannya dan
bagaimana pola hasil Pikir Ysng
scnyatanya diPakai.

Penrtup
Eari uraian terscbut di atas,

maka pcnulis meruniuskan kcsirnpulan
scbagai berikut:

PAab.ras' PL|GU olch PLN
Balsttrlat (cpPr.t No.I6 Td,hta 1991
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